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BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ca.

. 1.

TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan
Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan
bersama ;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2026
pada tanggal 28 bulan November tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 Tentang Kabupaten
Bone Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7067);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178,;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

14.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji
dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);

15.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 105);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor1477);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita
Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

21.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat
Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi
Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021);

24.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun
2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023
Nomor 1);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 4);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 2);

27.Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bone

Tahun 2021 Nomor 3);
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28.Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 294 Tahun 2021

tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;

29.Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 15);

30.Keputusan Bupati Bone Nomor 556 Tahun 2025 tentang Target
Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bone Pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026;

31.Perjanjian Pemberian Pinjaman Antara PT.Sarana Multi
Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Bone

Nomor : PERJ-222/SMI/ 1220 tanggal 29 Desember 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN
2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bone.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bone.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintah daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat
daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan
yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.

Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD
yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari
TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan,
dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu
operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh
Pemerintah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu)
periode anggaran.



Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2026 Berjumlah Rp2.589.798.079.069,00 dengan

rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah Rp2.589.798.079.069,00
B. Belanja Daerah Rp2.543.336.912.809,00 (-)
Surplus/(Defisit) Rp46.461.166.260,00
C. Pembiayaan Daerah :
a. Peneriman Rp0,00
b. Pengeluaran Rp46.461.166.260,00 (-)
Pembiayaan Netto Rp(46.461.166.260,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp-

Pasal 3
(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah Rp494.290.237.890,00
b. pendapatan transfer Rp2.095.507.841.179,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan :

a. pajak daerah Rp166.430.618.461,00
b. retribusi daerah Rp225.301.966.046,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp15.590.067.764,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp86.967.585.619,00

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.922.551.535.000,00

b. pendapatan transfer antar daerah Rp172.956.306.179,00

Pasal 4

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. belanja operasi Rp2.000.394.351.086,00
b. belanja modal Rp151.165.717.836,00
c. belanja tidak terduga Rp7.500.000.000,00

d. belanja transfer Rp384.276.843.887,00



8
(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

belanja :

a. belanja pegawai Rp1.110.513.622.117,00
b. belanja barang dan jasa Rp756.779.258.518,00
c. belanja bunga Rp11.070.784.206,00

d. belanja subsidi Rp0,00

e. belanja hibah Rp121.462.986.245,00

f. belanja bantuan sosial Rp567.700.000,00

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja :

a. belanja modal tanah Rp0,00

b. belanja modal peralatan mesin Rp22.318.569.805,00
c. belanja modal gedung dan bangunan Rp12.118.613.566,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp116.728.534.465,00
e. belanja modal aset tetap lainnya Rp0,00

f. belanja modal aset tidak berwujud Rp0,00

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub c terdiri dari
jenis belanja :
a. belanja tidak terduga Rp7.500.000.000,00

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis

belanja :
a. belanja bagi hasil Rp19.406.572.887,00
b. belanja bantuan keuangan Rp364.870.271.000,00

Pasal 5
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan Rp0,00
b. pengeluaran pembiayaan Rp46.461.166.260,00
(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenan Rp0,00

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp46.461.166.260,00



Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.

Lampiran I

. Lampiran II

Lampiran III

. Lampiran IV

. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan
Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Unuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada
RKPD Dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas
Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain;

Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum
Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Ini;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 8
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal,31 Desember 2025

BUPATI BONE,

ttd

ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 31 Desember 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KAB. BONE

ttd

A. SAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.07.158.25. TANGGAL 30 DESEMBER 2025
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 7
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